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PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  

NOMOR  :   2  TAHUN  2004 

TENTANG  

I R I G A S I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

GUBERNUR JAWA BARAT 

Menimbang         :   a. bahwa dengan berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang 
Irigasi, yang mengatur mengenai pembaharuan 
kebijakan pengelolaan irigasi, diperlukan 
penataan kembali tugas dan tanggung jawab 
Pemerintah Daerah, Pemerintah 
Kabupaten/Kota  dan petani serta 
pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air 
dalam pengelolaan irigasi; 
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b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1997 
tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan 
pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi 
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan 
huruf a, sehingga perlu ditinjau kembali. 

c. Bahwa berdasarkan perkembangan 
sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang 
Irigasi. 

Mengingat       :        1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4010); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan  (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3046); 

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3299); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/50uu011.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/60uu005.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu011.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/85uu009.pdf
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5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3419); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3478); 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699); 

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3888); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 
tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta 
II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 203); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu005.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu041.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp094.pdf
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 
tentang Irigasi  (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4156); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 4161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 
Wilayah Nomor 529/Kpts/M/2001 tentang 
Pedoman Penyerahan Kewenangan Irigasi 
kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan 
Peraturan Daerah; 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp077.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp082.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp020.pdf
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18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan 
Wewenang, Tugas dan tanggung jawab 
Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

19. Keputusan Menteri Keuangan  Nomor 
298/HMK.02/2003 tentang Pedoman 
Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi 
Kabupaten/Kota; 

20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan 
dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2000  Nomor 2 Seri 
D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pembentukan dan Teknik Penyusunan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2003 Nomor 20 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 
Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan 
Sumberdaya Air di Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri 
C); 
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http://www.bphn.go.id/data/documents/00pdprovjabar001.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pdprovjabar003.pdf

